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BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR: 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA LAKSANA DAN PEMBENTUKAN KOMISI PEINlLAl
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP '
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten
Lahat dengan melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin
Lingkungan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup diharapkan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lahat dapat melakukan penilaian
Dokumen AMDAL yang menjadi kewenangannya dengan baik;

b. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 53 Tahun
2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi ‘dan Uraian Tugas
masing- masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup terjadi perubahan nomenklatur dan uraian tugas seluruh satuan
kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;

c. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata
Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat perlu ditinjau kembali, karena
tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tata
Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lL.embaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 140, Tambaharn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

A, Undang-Undang Wepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 1emang
Pemerintahan Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tabun 2012
tentang 1zin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48),

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010
tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis
Mengenni Dampak  Lingkungan  Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013Nomor 1258);

10. Keputusan ~ Gubernur ~ Propinsi  Sumatera  Selatan ~ Nomor
375/KPTS/BAN.LH/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu
Pemberian Lisensi Bagi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG TATA LAKSANA DAN
PEMBENTUKAN  KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT

)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.

2. Bupati adalah Bupati Lahat.

3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lahat.

4. Komisi Peniai AMDAL Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disinggkat KPA adalah komisi
yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
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direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian Analiss
Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan
secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan. .

8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya
penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha
dan/atau kegiatan.

9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya
Eegantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau

(egiatan.

BABII
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS
KEANGGOTAAN KPA

Bagian Pertama
Pembentukan KPA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk KPA Kabupaten Lahat.
(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DLH yang dibentuk oleh
Bupati.
(3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
a. Tim Teknis KPA yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
b. Sekretariat KPA.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh oleh Kepala DLH.
(5) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk oleh Kepala DLH.

Bagaian Kedua
Susunan Keanggotaan KPA

Pasal 3
(1) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(2) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala DLH.

(3) Sekretaris KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang
Penataan dan Penaatan, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidp DLH.

(4) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tercantum dalam
Lampiran I dan tenaga ahli dibidang biogeofisika-kimia, sosial ekonomi budaya, kesehatan
dan perencanaan pembangunan pada Lampiran II, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Susunan Keanggotaan Tim Teknis

Pasal 4

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari :
a. Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris KPA; dan
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b. Anggota yang terdiri atas -

1. Wakil dari instansi lingkungan hidup;
2. Wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atou kegiatan yang
bersangkutan;

Ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup;

4. Ahli terkait usaha dan/atau keglatan yang bersangkutan dan dampak lingkungan
dari rencana usaha dan/atay kegiatan,

(2) Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan menjadi anggota Tim
Teknis KPA Kabupaten Lahat:

(3) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, ketua KPA menentukan dan menugaskan
anggota Tim Teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk
dilakukan penilaian dokumen AMDAL,; dan

(4) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

(V3]

Bagian Keempat
Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat

Pasal §

(1) Ketua KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas antara lain :

a. Menugaskan anggota Tim Teknis untuk melakukan penilaian KA-ANDAL, ANDAL,
dan RKL-RPL;

b. Menerbitkan persetujuan KA-ANDAL :

¢. Memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan
atas rencana usaha dan/atau kegitan;

d. Menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil
penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup
berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam AN DAL, RKL-RPL
kepada Bupati Lahat.

(2)  Sckretaris KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :

a. Sebagai ketua Tim Teknis;

b. Membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian
KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL;

¢.  Menyusun rumusan konsep persetujuan KA-ANDAL;

d. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dalam bentuk berita
acara rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang
dilakukan oleh Tim Teknis;

e. Mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA
berhalangan;

f.  Menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL, RKL-RPL kepada KPA, dalam
hal ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA;

g Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk berita acara rapat KPA
mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;

h. Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidak layakan

lingkungan;

i. Merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidak layakan
lingkungan hidup; dan

J.  Merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan
lingkungan hidup.

(3) Anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas
memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup atas
rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan :

a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi
pemerintah;

b. Kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, bagi anggota yang berasal
dari pemerintahan;
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